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MOTO 

 

TALK LESS, ACT MORE 

(A 2024) 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa 

semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang 

sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang 

kucintai dan kusayangi: 

Ayahanda dan ibunda terkasih, 

 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, 

kupersembahkan kepada kedua orangtua bapak dan mama Sabar Setiadi dan 

Murtini (alm), yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak 

bayi hingga dewasa menjadi anak yang soleha dan berguna bagi agama, nusa, dan 

bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu 

mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya 

dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi 

langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat 

dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan mama selalu mendapatkan 

lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat bapak dan mama berdua. 
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Kakakku tersayang, 

 

Diucapkan terimakasih kepada kakakku Fitriyana dan Hasanuddin, atas 

dorongan, semangat, dan bantuan finansialnya selama ini agar dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi keluarga yang 

Bahagia. 

Dosen pembimbing skripsi 

 

Terimakasih kepada bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. atas bantuan, bimbingan 

dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan 

panutan kami semua. 
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Astriani. Februari 2025. PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DALAM 

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN. Skripsi, Program 

Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 

halaman. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 

Kehilangan pekerjaan merupakan situasi yang dapat memberikan dampak pada 

pemenuhan hak dasar sosial ekonomi seseorang pekerja/buruh terutama pada 

lingkungan tempat tinggal dan masyarat pada umumnya. Kehilangan pekerjaan 

terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh pekerja/buruh. 

Pemerintah berkewajiban memberikan Jaminan sosial sebagai bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan 

dasar yang layak. Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan salah 

satu program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah 

sesuai dengan amanat undang-undang Cipta Kerja. Program JKP memberikan 

perlindungan secara khusus kepada pekerja/buruh yang mengalami kehilangan 

pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja dengam memberikan tiga manfaat 

yaitu, manfaat uang tunai, manfaat akses informasi pasar kerja, dan manfaat 

pelatihan kerja. Namun didalam pelaksanaanya program ini masih banyak 

pekerja/buruh yang belum mendapatkan manfaat program. Tidak terpenuhinya 

syarat kepesertaan pekerja/buruh dalam program ini menjadi salah satu faktor 

pekerja/buruh belum bisa mendapatkan perlindungan dalam program JKP. 

Berdasarkan permasalah tersebut, maka perlu ditelaah Kembali tentang 

perlindungan dalam program JKP dan syarat kepesertaan yang ada apakah sudah 

tepat dengan kondisi pekerja/buruh saat ini. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang menjadi dasar penentuan syarat 

kepesertaan untuk mendapatkan manfaat dan perlindungan yang didapatkan dalam 

program jaminan kehilangan pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penelitian 

sistematika hukum yaitu, penelitian mengkhususkan terhadap bahan hukum 
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primer dan bahan sekunder yang menggunakan pengertian dasar hak dan 

kewajiban, dalam sistem hukum sebagai kerangka acuannya. Sesuai dengan sifat 

penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk 

menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui wawancara dan 

studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi 

berdasarkan logika dan argumentasi hukum. 

Mengenai syarat ketentuan pada Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2021 bila 

yang ditelusuri lebih lanjut merupakan mekanisme yang cukup strategis 

mengingat jangka waktu yang menjadi batas minimum sudah relevan untuk saat 

ini. Langkah ini juga merupakan sebuah cara untuk menjaga keberlanjutan 

program dalam jangka Panjang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 

2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan juga 

memberikan perlindungan yang sangat jelas mengenai pekerja/buruh yang belum 

memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dalam program ini merupakan 

tanggung jawab pemberi kerja/pengusaha. 

Pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program jaminan 

kehilangan pekerjaan dan terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengusaha 

wajib memenuhi hak pekerja/buruh berupa manfaat yang setara dengan manfaat 

program jaminan kehilangan pekerjaan. 
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Astriani. Februari 2025. PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DALAM 

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN. Skripsi, Program 

Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 

halaman. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 

ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 merupakan krisis global yang menyebabkan perlambatan ekonomi 

di Indonesia, berdampak signifikan pada sektor ketenagakerjaan dengan 

meningkatnya jumlah pekerja/buruh yang mengalami PHK. Sebagai respons, 

pemerintah menyediakan perlindungan sosial melalui Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). Namun, Kemenaker mencatat bahwa banyak pekerja/buruh belum 

menerima manfaat program ini.  

Penelitian ini membahas syarat dan perlindungan hukum yang diperlukan agar 

pekerja dapat mengakses manfaat JKP. Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2021 

menetapkan masa kepesertaan dan iuran minimal sebagai syarat utama untuk 

memperoleh manfaat JKP. Ketentuan ini bertujuan mengurangi dampak negatif bagi 

pekerja, pemerintah, dan keberlanjutan program, sekaligus mencerminkan kontribusi 

aktif serta solidaritas peserta. Program JKP memberikan manfaat berupa uang tunai, 

akses informasi kerja, dan pelatihan, yang membantu pekerja/buruh mempertahankan 

kehidupan yang layak selama masa transisi. 

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan; JKP; Perlindungan Hukum. 
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